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PEMERINTAH 

PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH

PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR  6 TAHUN 2003
 

TENTANG 

RENCANA STRATEGIS DAERAH (RENSTRADA)

PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TAHUN 2004-2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
Menimbang :
a.
bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001-2005 jis Peraturan Daerah Propinsi DIY Nomor 3 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001-2005 dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2002 adalah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang partisipatif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan responsif yang dijabarkan ke dalam program pembangunan Daerah yang memuat uraian pokok-pokok kebijakan dan pokok-pokok program pembangunan Daerah, untuk melaksanakan-nya masih perlu disusun Rencana Strategis Daerah (RENSTRADA) yang merupakan rencana lima tahunan dan isinya menggambarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, pada Pasal 4 antara lain menyebutkan bahwa pertanggungjawaban Kepala Daerah dinilai berdasarkan tolok ukur Renstra dan setiap Daerah wajib menetapkan Renstra dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Rencana Strategis Daerah (RENSTRADA) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004-2008;
Mengingat 
:
1. 
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1819);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848); 

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);

10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Propinsi DIY Tahun 2001 Nomor 11 Seri D);

11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan  dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Propinsi DIY Tahun 2001 Nomor 26 Seri D);

12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5  Tahun 2001 tentang Pembentukan  dan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Propinsi DIY Tahun 2001 Nomor 27 Seri D);

13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan  dan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran  Daerah Propinsi DIY Tahun 2001 Nomor 28 Seri D);

14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun  2002 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001-2005  (Lembaran  Daerah Propinsi DIY Tahun 2002 Nomor 13 Seri E Tahun 2002) jo Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2002 (Lembaran  Daerah Propinsi DIY Tahun 2002 Nomor 19 Seri E);

15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan dan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran  Daerah Propinsi DIY Tahun 2002 Nomor 7 Seri D);

16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi DIY Tahun 2003 Nomor 21 Seri E);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan 
:
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG RENCANA STRATEGIS DAERAH (RENSTRADA) PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2004-2008. 

Pasal   1

(1) Rencana Strategis Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004-2008 adalah merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi DIY selama 5 (lima) tahun ke depan, yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini;

(2) Renstrada akan menjadi tolok ukur penilaian pertanggungjawaban Kepala Daerah pada setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan kepada DPRD atas penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal   2

Berdasarkan Peraturan Daerah ini, selanjutnya disusun Arah dan Kebijakan Umum APBD, yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang realisasinya dituangkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal   3

Berdasarkan Peraturan Daerah ini, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA).

Pasal   4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal  21 Nopember 2003

    

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

T T D

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta

pada tanggal
22  Nopember 2003 




SEKRETARIS DAERAH 

PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
 T T D

BAMBANG S. PRIYOHADI

NIP.  110 021 674

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

TAHUN  2003  NOMOR  39  SERI  E


PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH

PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR  6 TAHUN 2003
 

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DAERAH

(RENSTRADA)

PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TAHUN 2004 – 2008

I. PENJELASAN UMUM

Rencana Strategis Daerah (RENSTRADA) merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang merupakan uraian dari rencana strategis pelaksanaan arah dan kebijakan yang tercantum dalam POLDAS dan PROPEDA, serta sebagai rujukan dalam penyusunan Aarah Kebijakan Umum (AKU) dan Strategi dan Prioritas (SP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Rencana Strategis Daerah akan digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan REPETADA, Arah dan Kebijakan Umum APBD, RAPBD, dan sebagai acuan dalam Penyusunan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, maka substansi dan muatan  Renstra Daerah dibatasi hanya pada program, dan kegiatan yang akan dibiayai dari APBD saja. 

Tugas, Program dan Kegiatan lain yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah berdasarkan azas tugas Dekonsentrasi dan azas tugas Pembantuan akan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Rencana Strategis Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004-2008 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab
I

:
Pendahuluan

Bab  II

:
Kondisi Umum DIY

Bab  III

:
Visi dan Misi 

Bab  IV

:
Faktor Penentu Keberhasilan

Bab  V  

:
Tujuan dan Sasaran

Bab  VI

:
Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Bab  VII

:
Pelaksanaan

Bab  VIII
:
Penutup

Agar pelaksanaan Rencana Strategis Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004-2008 dapat terlaksana dengan baik dan terarah perlu membentuk Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Rencana Strategis Daerah (RENSTRADA) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004-2008.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas
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